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BUPATY CIANJUR
PROVINg] JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 105 TAHUY €018

DENGAN RAHMAT Tug Ay YANG MAHA ESA

BUPAT] CIANJUR,

Menimbang ‘a. bahwa guna pelaksariaan ketentuan Pasal 76 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, telah menetapkan Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
" Retribusi Daerah telah  diubah dengan
lanjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribysj Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Cienjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah d; Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupatj
Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 ’I‘a.hu'n 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupgh Cianjur Nomor 20
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan _Pern_anfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

© dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bipati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pejak Daerah;
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Mengingat

Menetapkan :

Dalam Peraturan Bupati ini

1. Daerah Kabupaten a

01,

Undang—Undang Nomo

Peml;eqtukan Daerah-Daferah14
Provinsi Djawa Barat (Berit
Tahun 1950) sebagaimana
Undang Nomor 4 Tahun
Kabupaten Purwakarta

Tahun 1950 tentang
Kabupaten dalam Lingkungan
a Negara Republik Indonesia
telah diubah dengan Undang-
; 1}9{63 tentang Pembentukan
an RKabupaten Subang dengan
gﬂ%ﬁiﬂ Uncli)ang-unclang Nomor 14 Tahun 195% tentgng
o et Kan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

pinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31
: , Tambahan Lemb N
Republik Indonesia Nomor 2851); cmbaran Negara

Undan_g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
gg, C;[;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
79);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011 Nomor 06 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG T ATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

yang dimaksud dengan:

dalah Daerah Kabupaten Cianjur.
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Kab :
Cianjur. upaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Cianjur,

4. Wakil Bupati adalah W akil Bupat; Cianjur,

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

6. 52212?1 gzgi(;loligigelz?::s;;atan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD

endapatan Daerah Kabupaten Cianjur

7. I;t;ri?;agtkgg e[i;grggl Eflrtrilalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
kewenangan Sy penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

8.

Instansi Pelaksana Pemung
Daerah Kabupaten Cia
undangan.

ut Pajak adalah Badan

: Pengelolaan Pendapatan
njur

sesuai ketentuan peraturan perundang-

9. Pajak Daerah yang selanjutnya diszbut P

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat
memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digurakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyar.

ajak adalah kontribusi wajib

10. Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjck pajak, penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak daerah
scrta pengawasan penyetorannya.

11.Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif

adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Cianjur
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah serta Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pclaksana Pemungut Pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional
diberikan kepada: o
a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut P.‘aja ,
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
keuangan daerah;
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

T T reheee e
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d. Pemungut pajak bym;i dan bangunan
dan ke_camatan, kepala desa/lurah ¢
yang ditugaskan olely Instansi Pelaksan

e. Pihak lain yang membantuy Instq

pada tingkat desa/kelurahan
an camat serta tenaga lainnya
a Pemungut Pajak; dan
18i Pelaksana Pemungut Pajak.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 3

Instansi Pelaksana

nstansi Pemungut Pajak dapat diberikan Insentif apabila
realisasi mencap

ai target kinerja pemungutan pajak.

Pemberian Ix_usentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk memr.lgkatk.an kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak,
Sémangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,

Penghitungan Kinerja Tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk target penerimaan per jenis Pajak ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk setiap jenis Pajak selain Paj

dan Perkotaan dan Bea Peroleha
yaitu:

ak Bumi dan Bangunan Perdesaan
n Hak atas Tanah dan Bangunan,

1. sampai dengan triwulan I

sampai dengan triwulan II 35% (tiga puluh lima persen);
sampai dengan triwulan J1I 75% (tujuh puluh lima persen);

. 10% (sepuluh persen);
2

3.

4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
un

L.

b. tuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
sampai dengan triwulan [ © 5% (lima persen);
2. sampai dengan triwulan 11

: 25% (dua puluh lima persen);
3. sampai dengan triwulan 11l : 70% (tujuh puluh persen);

4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu:

1. sampai dengan triwulan | : 10% (sepuluh persen);

2. sampai dengan triwulan Il : 25% (dua puluh lima persen);
3. sampai dengan triwulan Il ; 70% (tujuh puluh persen);

4. sampai dengan triwulan IV ; 100% (seratus persen).

O

Pembayaran Insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan tiap
jenis Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilalkukan apabila:

a. pada akhir triwulan [ realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau
lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;

b. pada akhir triwulan I kurang dari 10% (sepuluh persen), Instentif tidak
dibayarkan pada awal triwulan II;

¢. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen)
atau lebih, Instentif dibayarkan pada awal triwulan III termasuk juga
untuk triwulan I yang telah mencapai target yang belum dibayarkan;

d. Pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima
persen) instentif untuk triwulan 1l dibayarkan pada awal triwulan II.

e. Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurang dari '(5% ( tu'juh
puluh lima persen), instentif tidek diberikan pada awal triwulan IV;
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P}pabila pPada gk

hir triwulan 111 yeqpic
lima Persen) atay, lebih, instentiflgflgésr?lm Mencapaj 750,

‘an pada awa] tr
) o
Persen) atay, bk riwulan 1y al

isasi kurang dari 100% (seratus |
Uh puluh [img persen),instentif |
triwulan sebelumnyy yang belum

A 1 5% (tuj
r
dibayarkan. Halan 1 dan

(5) Pembayaran Ins

_ ebagaimana dimaksud
AN apabila:
a. pada akhir triwulan | realisasi mencapa; i
. ai 5% (1 i
Insentif dibayarkan pada awa] trlwular? II > lima S s IR,
b. pada akhir

st mencapai 25% (dua puluh lima

persen)
kan pada awa] triwulan

Il termasuk juga
ng belum dibayarkan;

: lisasi kurang dari 259 (dua puluh lima
persen), Instentif untuk triwulan |1 dibayarkan pada awal triwulan .

€. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh
persen), Instentif tidak diberikan pada awal triwulan Iv;

f.  Apabila pada akhir triw

ncapai 70%  (tujuh puluh

awal triwulan IV,

asi mencapai 100% (seratus
untuk triwulan yang belum |
Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus 3‘
persen) tetap lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Instentif
diberikanuntuk triwulan Il dan t

8 Apabila pada akhir tr

persen) atau lebih, In
dibayarkan;

iwulan IV ralis
stentif diberikan

riwulan sebelumnya yang belum
dibayarkan.

(6) Pembayaran Insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan apabila:

a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau
lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;

b. pada akhir triwulan I kurang dari 10% (sepuluh persen), Instentif tidak
dibayarkan pada awal triwulan II; . - )

ir tri II realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen

. g?ai? Selglflir, Jltﬁ\skg:ﬁ?f dibayarkan padapawal triwulan 111 termasuk jL}ga
untuk triwulan [ yang telah mencapai target ya%ng belum dlbayarkar?,

d. Pada akhir triwulan II realisasi kg.rang dari 25% (ch,llat puh;l;n llllma
persen), Instentif untuk triwulan II dibayarkan pada. aw? rtlwuh ul-Uh

e. Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurlang da{;ln7§//.o (tujuh p
persen), Instentif tidak diberikan pada awal triwu ;

f.

/ (
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g. Apabila pada akhijr
persen) atau lebil
dibayarkan;

h. I\Ptﬂb““ pada ﬂk!\il' triwulan v realisasi kurung dari 100% (seratus
1)01§0{1) tetap lTebih dar 70% (tjuh puluh persen), Instentif diberikan
untuk triwulan 1 dap triwulan sebelumpyg yang belum dibayarkan,

lnwulqn IV ralisagi mencapai 1009, (seratus
v Instentif diberikan untuk triwulan yang belum

Bagian leliga
Sumber Insentif

Pasal 4

Insentif bersumber dari

pendapatan  Pajak
undangan,

sesuai  peraturan perundag-

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 5

(1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan Pajak dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis Pajak.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi
penerimaan Pajak tahun angggaran sebelumnya dengan ketentuan paling
tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan nilai

realisasi penerimaan Pajak di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu
trilyun rupiah).

(2) Apabila dalam realisasi pemberien Insentif berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan
ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

dan besarnya pembayaran Insentif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB (11
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengangparan

Pasal 8

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. menyusun penganggaran
Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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(2) Penganggaan Insentif sebagaimang dimaksud
dikelompokkan ke dalapm, belanja  tidak
berdasarkan jenis be]

Jer anja pegawaj, objek
pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pada  ayat (1)
langsung yang diuraikan
belanja insentif pPemungutan

Pasal 9
Dalam hal target
atau terlampaui,
anggaran berken
berikutnya yan
undangan,.

Penerimaan Pajak pade akhir tah
Pembayaran Insentif belum da

aan, pemberian. Insentif diber;
g pelaksanaan sesuai dengan k

un anggaran telah tercapai
pat dilakukan pada tahun
kan pada tahun anggaran
etentuan peraturan perundang-

Pasal 10

(1) Penerimaan Pembayaran Insentif di triwul
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, ayat (5) hu
realisasinya mencapai atay melampaui  100% (seratus persen) pada

tanggal 20 Desember, Insentif dapat diberikan diakhir triwulan 1V,
sedangkan apabila penca 20 Desember, Insentif

paiannya melewati tanggal
dapat dianggarkan dan/ garan berikutnya.

an IV sebagaimana dimaksud
ruf g, dan ayat (6) huruf g yang

atau diberikan di tahun ang

dapat dianggarkan

nya dan dapat diberikan
pada triwulan I tahun anggaran berikutnya,

Bagian Kedua
Pertanggunjawaban

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB [V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaky:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor
24);

2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2014 te
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 ter}tang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan.
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor
S8);

ntang Perubahan Atas
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Retribusi Daerah (Berita D)

aerah Kah
dicabut dan dinyatakan t;

dak belaky

Agar setiap orang meng

kan Pengundangan Peraturan
Bupatl ini dengan pene

Mpatannya dalam Beritg Daerah Kabupaten Cianjur,

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal %4 Dezember 2018

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

il

HERMAN SUHERMAN
Diundangkan gj Cianjur
31 Desember 2048

fg B
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